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Human trafficking for the purpose of organ 
trafficking has become a serious global problem 
that violates human rights and threatens global 
health. International law has an important role in 
efforts to combat this phenomenon by providing 
a legal framework that regulates and prohibits 
the practice of human trafficking and organ 
trafficking. In this paper, we explore the role of 
international law in addressing human 
trafficking for the purpose of organ trafficking 
and its implications for global health. We analyze 
various relevant international legal instruments, 
evaluate their implementation, and identify 
factors influencing the effectiveness of 
international law in combating human trafficking 
for the purpose of organ trafficking. We also 
provide suggestions to improve implementation 
of international law and protect global health 
from this harmful practice 
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Perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan 
organ telah menjadi masalah global yang serius 
yang melanggar hak asasi manusia dan 
mengancam kesehatan global. Hukum 
internasional memiliki peran penting dalam 
upaya untuk memerangi fenomena ini dengan 
menyediakan kerangka kerja hukum yang 
mengatur dan melarang praktik perdagangan 
manusia serta perdagangan organ. Dalam tulisan 
ini, kami mengeksplorasi peran hukum 
internasional dalam mengatasi perdagangan 
manusia untuk tujuan perdagangan organ dan 
implikasinya bagi kesehatan global. Kami 
menganalisis berbagai instrumen hukum 
internasional yang relevan, mengevaluasi 
implementasi mereka, dan mengidentifikasi 
faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas 
hukum internasional dalam memerangi 
perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan 
organ. Kami juga memberikan saran-saran untuk 
meningkatkan implementasi hukum 
internasional dan melindungi kesehatan global 
dari praktik yang merugikan ini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 

mailto:drbubunbunyamin2021@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)  

Vol.3, No.5, 2024: 945-995 

  947 
 

Perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ adalah salah 
satu bentuk kejahatan transnasional yang mengancam hak asasi manusia dan 
kesejahteraan global. Praktik ini melibatkan eksploitasi manusia dengan cara 
yang keji, memperdagangkan organ tubuh mereka untuk keuntungan finansial 
tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan pada kesehatan dan 
martabat individu yang terlibat. Hukum internasional telah mencoba mengatasi 
fenomena ini melalui berbagai perjanjian dan konvensi, seperti Protokol 
Palermo yang mengenali perdagangan manusia sebagai pelanggaran hak asasi 
manusia yang serius. Namun, meskipun upaya ini, perdagangan organ masih 
menjadi masalah yang meresahkan di banyak negara, dengan jaringan 
perdagangan yang semakin kompleks dan sulit diputuskan. 

Penegakan hukum internasional memiliki peran penting dalam 
memerangi perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ. Namun, 
tantangan terbesar adalah ketidakmampuan negara-negara untuk secara efektif 
menangani praktik ini karena kekurangan sumber daya, lemahnya sistem 
hukum, dan korupsi. Selain itu, perbedaan dalam interpretasi dan 
implementasi hukum internasional antar negara juga menjadi hambatan yang 
signifikan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan 
kerja sama internasional dan memperkuat kapasitas negara-negara untuk 
menegakkan hukum dalam konteks perdagangan manusia untuk tujuan 
perdagangan organ. 

Implikasi bagi kesehatan global dari perdagangan manusia untuk tujuan 
perdagangan organ sangat serius. Selain risiko fisik dan psikologis bagi 
individu yang menjadi korban perdagangan, praktik ini juga dapat 
menyebabkan kerentanan terhadap penyebaran penyakit menular, 
penyalahgunaan obat-obatan, dan risiko kesehatan lainnya. Selain itu, 
perdagangan organ juga dapat mengganggu keadilan dalam akses terhadap 
perawatan kesehatan, dengan orang kaya lebih mungkin mendapatkan organ 
yang mereka butuhkan dengan cara yang tidak etis, sementara yang kurang 
mampu terpinggirkan dari sistem tersebut. 

Dalam konteks ini, peran hukum internasional bukan hanya dalam 
menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga dalam 
memastikan keamanan dan kesehatan global. Upaya kolaboratif antar negara 
untuk mengatasi perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ 
menjadi krusial dalam melindungi kesehatan masyarakat global dan 
memastikan bahwa praktik-praktik yang merugikan ini tidak lagi terjadi. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Internasional 

Hukum internasional adalah kerangka kerja hukum yang mengatur 
hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti 
organisasi internasional dan individu. Ini termasuk perjanjian, konvensi, 
kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara 
universal atau diadopsi oleh negara-negara sebagai standar perilaku mereka 
dalam arena internasional. Hukum internasional berperan dalam membentuk, 
mengatur, dan menyelesaikan perselisihan antar negara, serta mempromosikan 
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kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk hak asasi manusia, perdagangan, 
lingkungan, dan keamanan. 
B. Perdagangan Manusia 

Perdagangan manusia adalah kegiatan yang melibatkan eksploitasi 
manusia untuk tujuan komersial atau keuntungan finansial. Ini termasuk 
perdagangan manusia untuk tujuan seksual, kerja paksa, pengantin 
perempuan, atau perdagangan organ. Praktik ini melanggar hak asasi manusia, 
dengan banyak korban yang menjadi terjebak dalam lingkaran eksploitasi dan 
kekerasan yang sulit untuk melarikan diri. Perdagangan manusia merupakan 
kejahatan serius yang melibatkan jaringan ilegal yang kompleks dan 
memerlukan kerjasama internasional untuk memerangi dan mencegahnya. 
C. Perdagangan Organ 

Perdagangan organ adalah praktik yang melibatkan perolehan, 
penjualan, atau pemasaran organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi 
atau penggunaan medis lainnya. Praktik ini sering melibatkan eksploitasi dan 
kekerasan terhadap donor, dengan banyak kasus yang melibatkan 
perdagangan organ tanpa persetujuan yang sah atau dengan imbalan yang 
tidak adil bagi donor. Perdagangan organ melanggar prinsip-prinsip etika 
medis dan hak asasi manusia, serta mengancam integritas sistem kesehatan 
global dengan memicu perdagangan ilegal dan penyalahgunaan obat-obatan. 
D. Kesehatan Global 

Kesehatan global mengacu pada upaya bersama untuk meningkatkan 
kesehatan dan kesejahteraan semua orang di seluruh dunia. Ini mencakup 
pemantauan dan pencegahan penyakit menular, peningkatan akses terhadap 
perawatan kesehatan dasar, promosi kesehatan mental dan fisik, serta 
peningkatan kapasitas sistem kesehatan untuk menangani tantangan kesehatan 
yang kompleks. Kesehatan global juga mencakup isu-isu kesehatan yang 
berkaitan dengan ketidaksetaraan sosial, lingkungan hidup, dan keamanan 
pangan, serta upaya untuk mengatasi pandemi dan penyakit menular lintas 
batas. 

 
METODOLOGI 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan 
analisis dokumen dan studi kasus untuk memahami peran hukum 
internasional dalam mengatasi perdagangan manusia untuk tujuan 
perdagangan organ serta implikasinya bagi kesehatan global. Analisis 
dokumen akan melibatkan penelaahan berbagai perjanjian, konvensi, dan 
dokumen hukum internasional terkait yang membahas isu perdagangan 
manusia dan perdagangan organ. Studi kasus akan dilakukan untuk 
mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum 
internasional diterapkan dalam konteks nyata, termasuk tantangan yang 
dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi perdagangan manusia 
untuk tujuan perdagangan organ. Penelitian ini akan menggunakan 
pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan dampak 
hukum internasional dalam upaya mengatasi fenomena ini serta implikasinya 
terhadap kesehatan global. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Evaluasi Implementasi Hukum Internasional dalam Memerangi 

Perdagangan Manusia untuk Tujuan Perdagangan Organ 
Implementasi hukum internasional dalam mengatasi perdagangan 

manusia untuk tujuan perdagangan organ telah menjadi fokus utama bagi 
banyak negara dan organisasi internasional dalam beberapa dekade terakhir. 
Upaya ini memperkuat kerangka kerja hukum yang ada dan berusaha untuk 
menegakkan norma-norma internasional yang mengutuk praktik eksploitasi 
manusia dalam perdagangan organ. Namun, evaluasi terhadap efektivitas 
implementasi ini sering kali kompleks dan sulit karena berbagai faktor, 
termasuk tantangan penegakan hukum yang berbeda-beda di berbagai negara, 
kekurangan data yang akurat, serta jaringan perdagangan yang terus 
berkembang dan berubah. 

Secara umum, hukum internasional telah memainkan peran penting 
dalam membentuk kerangka kerja hukum yang mengatur perdagangan 
manusia untuk tujuan perdagangan organ. Berbagai instrumen hukum 
internasional, seperti Protokol Palermo yang memperkuat definisi dan 
pelarangan perdagangan manusia, serta Konvensi tentang Hak Asasi Manusia 
yang menetapkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap eksploitasi manusia, 
telah menjadi dasar bagi banyak negara untuk mengadopsi undang-undang 
dan kebijakan domestik yang bertujuan untuk mencegah dan menghukum 
pelaku perdagangan manusia. 

Namun, meskipun adanya kerangka kerja hukum ini, efektivitas 
implementasinya dapat bervariasi di seluruh dunia. Faktor-faktor seperti 
kekurangan sumber daya, lemahnya kapasitas penegakan hukum, korupsi, dan 
kekurangan kerjasama internasional sering menjadi hambatan dalam 
menangani perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ. Di 
beberapa negara, peraturan hukum yang ada mungkin tidak diterapkan 
dengan konsisten atau tidak memadai untuk menangani perdagangan organ, 
sementara di negara lain, upaya penegakan hukum mungkin terbatas oleh 
kekurangan pelatihan dan pendanaan. 

Evaluasi efektivitas hukum internasional dalam mengatasi perdagangan 
manusia untuk tujuan perdagangan organ dapat dilakukan melalui berbagai 
pendekatan, termasuk analisis data kasus dan statistik terkait penangkapan, 
penuntutan, dan hukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut. Data kasus 
dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana undang-undang dan 
peraturan hukum yang ada diterapkan dalam praktik, seberapa sering kasus 
perdagangan organ berhasil dideteksi dan ditindaklanjuti oleh otoritas penegak 
hukum, serta seberapa efektif hukuman yang diberikan kepada pelaku 
kejahatan tersebut. 

Namun, penting untuk diingat bahwa data kasus tidak selalu 
mencerminkan keseluruhan gambaran tentang prevalensi perdagangan 
manusia untuk tujuan perdagangan organ, karena banyak kasus mungkin tidak 
terdeteksi atau dilaporkan. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas hukum 
internasional dalam konteks ini juga harus memperhitungkan faktor-faktor lain 
seperti tingkat kesadaran masyarakat, kerjasama internasional, dan upaya 
pencegahan yang dilakukan oleh negara-negara dan organisasi internasional. 
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B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Internasional 
dalam Memerangi Perdagangan Manusia untuk Tujuan Perdagangan 
Organ 

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan hukum 
internasional dalam memerangi perdagangan manusia untuk tujuan 
perdagangan organ sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai 
dari kebijakan hukum hingga faktor sosial dan ekonomi. Pemahaman yang 
mendalam tentang faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi yang 
efektif dalam melindungi kesehatan global dan mencegah eksploitasi organ 
manusia. 

Salah satu faktor utama adalah kurangnya harmonisasi hukum 
internasional antara negara-negara dalam memerangi perdagangan manusia 
untuk tujuan perdagangan organ. Meskipun ada beberapa instrumen hukum 
internasional yang mencakup isu ini, interpretasi dan implementasinya dapat 
bervariasi di antara negara-negara, terutama karena perbedaan dalam sistem 
hukum, budaya, dan nilai-nilai sosial. Hal ini dapat menyebabkan celah hukum 
yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan organ untuk menghindari 
penuntutan atau hukuman yang tegas. 

Kekurangan sumber daya, baik dari segi finansial maupun manusia, juga 
menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan hukum internasional dalam 
memerangi perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ. Banyak 
negara, terutama di negara berkembang, menghadapi tantangan dalam 
menyiapkan infrastruktur penegakan hukum yang memadai, memberikan 
pelatihan kepada petugas penegak hukum, dan menyediakan layanan 
pendukung bagi korban perdagangan manusia. Kurangnya investasi dalam 
kapasitas penegakan hukum ini dapat menghambat upaya untuk mengungkap 
dan menindak pelaku perdagangan organ secara efektif. 

Selain itu, korupsi di dalam sistem hukum juga merupakan faktor yang 
signifikan yang mempengaruhi keberhasilan hukum internasional dalam 
memerangi perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ. Korupsi 
dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum, pembiaran terhadap praktik 
ilegal, dan bahkan perlindungan terhadap para pelaku kejahatan. Hal ini dapat 
membuat sulit bagi pihak berwenang untuk menangani kasus perdagangan 
organ dengan tegas dan memberikan keadilan kepada korban. 

Selain itu, aspek sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting 
dalam memengaruhi efektivitas hukum internasional dalam memerangi 
perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ. Faktor-faktor seperti 
ketidaksetaraan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan konflik bersenjata dapat 
menciptakan kondisi yang memperparah kerentanan terhadap perdagangan 
manusia. Selain itu, permintaan yang tinggi untuk organ transplantasi di 
beberapa negara, yang sering kali tidak seimbang dengan pasokan legal organ, 
dapat memicu perdagangan organ ilegal. 

Dalam konteks melindungi kesehatan global dan mencegah eksploitasi 
organ manusia, peningkatan kerjasama internasional dan koordinasi antara 
negara-negara sangat penting. Ini termasuk pertukaran informasi dan intelijen, 
harmonisasi hukum internasional yang lebih lanjut, peningkatan pemantauan 
dan pencegahan, serta memberikan dukungan yang lebih besar kepada negara-
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negara dalam memperkuat kapasitas mereka dalam melawan perdagangan 
manusia untuk tujuan perdagangan organ. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A. Kesimpulan 

Perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ merupakan 
sebuah kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam 
kesehatan global. Dalam menghadapi fenomena ini, hukum internasional 
memiliki peran penting sebagai kerangka kerja untuk melindungi individu dari 
eksploitasi, menegakkan keadilan, dan mendorong kerjasama internasional. 
Meskipun telah ada upaya yang signifikan dalam mengembangkan instrumen 
hukum internasional, seperti Protokol Palermo, tantangan-tantangan seperti 
implementasi yang tidak konsisten, kurangnya sumber daya, dan korupsi masih 
menghambat efektivitas penegakan hukum internasional. Namun, dengan upaya 
kolaboratif yang lebih besar antar negara-negara dan organisasi internasional, 
serta peningkatan kesadaran dan aksi masyarakat global, masih ada harapan 
untuk mengatasi perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ dan 
melindungi kesehatan global secara lebih efektif. 
B. Saran 
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Penguatan Implementasi Hukum Internasional: Negara-negara perlu 
meningkatkan upaya dalam menerapkan undang-undang dan peraturan 
hukum internasional yang ada untuk menangani perdagangan manusia 
untuk tujuan perdagangan organ. Hal ini meliputi penguatan infrastruktur 
penegakan hukum, pelatihan petugas penegak hukum, serta peningkatan 
kerjasama antar lembaga penegak hukum di tingkat nasional dan 
internasional. 

2. Penyediaan Layanan Pendukung bagi Korban: Penting untuk memastikan 
bahwa korban perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ 
mendapatkan akses ke layanan dukungan yang komprehensif, termasuk 
layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan hukum, tempat perlindungan, 
dan reintegrasi sosial. Negara-negara harus meningkatkan investasi dalam 
layanan ini dan memastikan bahwa mereka mudah diakses oleh korban. 

3. Kampanye Kesadaran dan Edukasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang risiko dan dampak perdagangan manusia untuk tujuan 
perdagangan organ sangat penting. Kampanye edukasi publik dapat 
membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap perdagangan 
manusia, serta meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dan 
melaporkan kasus-kasus yang terjadi. 

4. Penguatan Kerjasama Internasional: Kerjasama internasional yang lebih erat 
antara negara-negara dalam berbagi informasi, intelijen, dan sumber daya 
merupakan kunci dalam mengatasi perdagangan manusia untuk tujuan 
perdagangan organ. Negara-negara perlu meningkatkan koordinasi mereka 
dalam investigasi dan penegakan hukum, serta mendukung upaya-upaya 
multilateral untuk menangani akar penyebab perdagangan manusia. 

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini secara efektif, diharapkan 
akan ada peningkatan dalam upaya untuk melindungi individu dari 
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perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ dan menjaga kesehatan 
global secara menyeluruh. 
 
PENELITIAN LANJUTAN 

Penelitian lanjutan dalam hal ini dapat mengeksplorasi lebih dalam 
tentang efektivitas berbagai instrumen hukum internasional yang telah 
diadopsi untuk memerangi perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan 
organ. Fokus dapat diberikan pada analisis perbedaan dalam implementasi 
hukum ini di berbagai negara dan bagaimana faktor-faktor seperti perbedaan 
budaya, sistem hukum, dan tingkat korupsi mempengaruhi upaya penegakan 
hukum. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menginvestigasi dampak dari 
perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ terhadap kesehatan 
global, termasuk penyebaran penyakit menular, ketidaksetaraan dalam akses 
terhadap perawatan kesehatan, dan stabilitas sistem transplantasi organ. 
Analisis mendalam terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang 
mendasari perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan organ juga dapat 
memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana fenomena 
ini dapat diatasi secara efektif melalui kerangka kerja hukum internasional dan 
langkah-langkah kebijakan yang relevan. 
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